
BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATT,JRAN BUPATI SRAGEN
NoMoR I 'renux zorz

TENTANG

KEBUAKAN PROBI7T A L{DIT DALAJ0I PROSES PENGADAAN BARANGdASA
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH K.ABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Merrimbang a- bahwa berdasarkan ketentuan Fasal 116 Feraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O, tentang Pengadqan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

kali terakhir dengan Feraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2O15 tentang kementerian/lembaga/
institusi dan pemerintah daerah diw4iibkarr
melakukan pengawasan terhadap pejabat pembuat
komitmen dan unit layanan pengadaan/pejabat
pengadaan di lingkungan mesing-masirtg-

b. bahsa pengas:asan dilakrrkan dengan menciptakan
sistem pengenrlalian intern atas perrgadaan
barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan

(@dg unnnry sgstem) atas kemungkinan
dalam proses barang/jasq

c- bahwa berdasartran pertimbangan sebagaimana
dirneksud rlalarn hulr{ a dan hurUf b, per{u
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebiiakan
PtoW Audtt Daiam Proses Fengadaan Barang/Jasa
di Linglungan Pemerintah Kabupa.ten Sragel;

Menginga.t 1- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang
Fembentukan Daerahdaerah Kabupa.ten Dalam
Linglungan Proprnsi Jawa Tengah fBerita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Fenyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupai, Kolusi dan Nepotime fl.embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3851);

3- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Femberantasan Tindak Pidana Kompsi (I.embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3a?- sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2fi)1
trnteng Ferubahan atas Undang-Undang
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (I-embaralr Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 134, Tambahan
f,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Femerintahan Daerah fi.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 558fl
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Ttrhun 2Ol5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Femerintahan Daerah
{Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambatran Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang
Sistem Fengendalian tntern Femeriatah fi-embaran
Negara Republik tndonesia Tahun 2OO8 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Nqan Republik lndonesia
Nomor 4890);

6- Feraturan Femerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Fembinaan dan Pelgawasan Fenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60411;

7" Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Fenga.daan Barang/Jasa Femerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nornor 4 Tahun 2015 tentang Ferubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2OlO tentang Fenga.daan Barang/Jasa Femerintah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol5
Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);

8. Feraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan
Fembangunan Nomor 362lKlD4l2Ol2 tentang
Homan Probit_\" Audit Pengadaan Barang/Jasa
Femerintah bagi Aparat Penp.wasan Intern
Pemerintah;

9. Feraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun
2016 tentang Fembentukan dan Susunan Ferangkat
Daerah Xabupa.ten Sragen {kmbaran Daerah
Ifubupaten Sragen Tahun 2O16 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupa.ten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERAruRAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PROBITY
AUDIT DAIAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKI.'NGAN PEMERINTAH KABT,JPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

)

Menetapkan
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1. Daerah adalah Kabupatel Sragen-
2, Femerintah Daerah adaleh kepala daerah sebagar

unsur penyelenggara Femerintahan Daerah yang
memimpinpelaksanaan urusanpemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3- Bupa.ti adalah Bupati Sragea.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Deuran Perw"akilan Ra\rat Daerah dalarn
pen3,elerrggaraan urus:rn pemerintahan yang menjadi

Daerah.
5- lnspelftorat adalah Inspelrtorat Kabupaten Sragen.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sragen.
7- PtoW Audil 

^dalah 
kegiatan penilaian (independenf

untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa
telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan
prinsip pen€Bakan integritas, kebenaran, dan kejujuran
dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku 1'ang
bertujuan mening!<atkan akuntablitas penggunaan dana
sektorpublik

8- Aparat Pengawasan lntern Pemerintah yang selar{utn1'a
disebut APIP adalah aparatur pemerintah yang diberi
tugas mel,aksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai tup.s rlan fungsinya.

9. Sistem pengendalian Intern Pemerintah adalah prcses
yang integral oada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
Ixrya*ai untuk memberikan kep'akinan memadai atas
tercapain]'a tujuan organisasi melalui kegiatan 1'ang
efektif dan efisien, keandalan petaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dpn ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

1O- Fenga.wasan lntem adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, Irmantauan, dan kegiatan pengawasan
Iain terhadap penl'elenggaraan tugas dan fungsi
organisasi rlalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahsa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalarn
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

ll- ProW Attditor adalah APIP atau aparat pengawas
fungsional lainnya yang diberikan mandat untuk
melaksanakan Ptoffig T dis.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGK{,'P

Pasal 2

Kebijakan PrcW Audit dimaksudkan sebagai panduan
bagi APIP serta instansi lainnl-a dalarn melakukan
penlaian {independen) untuk memastikan bahwa proses
pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara
konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan
serta memenuhi ketentuan perundangan.vang berlaku.
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Pasal 3

T-ujuan probig n,d;t
a- memberi kryakinan bahwa rcncana

barang/jasa telah didahului dengan proses identifikasi
kebutuhan riil barang/jas.;

b- iden 'fik si kebutuhan tmrang/jasa telah
sesuai ketentuan;

c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebiiakan
umum peryadaan dan tel,ah ditetapkan rencana
penganggarann:ra;

d- mqyakinkan bahwa proses penpdaan barang/jasa
tel,ah sesuai ketentuan;

e- memastikan bahwa proses penpdaan barangi/jasa
rnarrrpu melindungi para pihak berkepentingan;

f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan
dinilai berdasarkan lo'iteria yang sarna;

g- memelihara tingkat kepercayaan publik & peserta
pengadaan barang,/jasa dalam pnoses
brang/jasa yang dilakukan pemerintah;

h.melgembangkan tingkat kehati-hatian
pengambilan keputusan; dan

i. menciptakan akuntabilitas dalam proses penga.daan
krangTjasa-

Pasal 4

l1l. ProW ;nrdit 16ya12sqk dalern jenis audit dengan
tujuan tertentu.

{2}, Audit dengan tujuan terterrtu sebagaimana dimaksud
pada a,-at (f) merupakan audit ketaatan
ketentuan penga.daan barang/jasa yang dilaksanakan
selama pru€s pelaksanaan pengadaan barang,/jas4
dengan pendekatan probity-

l3l- PloW T "dil diterapkan selama n'oses pelaksanaan
barang/jasa (/wl timQ untuk memastikan

batrwa seluruir ketentuan telah diikuti dengan benar,
jujur dan penuh integritas, sehinga dapat mencegah
tdadinya penyimpangan dalam proses pengadaan
barang/jasa.

{41. ProW andft dilakukan pada tahap penencanaan,
persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan
penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksaaan
kontrak sampai dengan barang/jasa-

(5)- Ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan
barang/jasa di lingkungan pemerintah lfusrah dalarn
satu tahun anggaran atau lebih, antara lain:

1. Ferangkat Daerah; dan
2- Badan Usaha Milik Daeral..

t6)- Audit dapat dilakukan :

1. mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai
dengan barang/jasa dimrnfaEtrkan; atau
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2. banya beberapa. talnpan terpilih dari suatu proses
barang/jasa-

BABM
KEBIJAKAN PROBTTY AUDIT

Bagian Kesatu
Llnit yang Bertanggung Jawab Melakukan PrcW tudit

Pasal 5

lll- PrcW audit dilaksanakan oleh Inspektorat danlatau
auditor independen secara mandiri atau bersama-
grrne

{2}" knugasan prc@ aildit dikoordinasikan oleh
lnspekur-

Bagiarr Kedua
Kriteria kket Fekeqiaan -l'ang Dilakukan ho@ Audn

Pasal 6

Prcbtq rnrdt dilaksanakarr oada Daket peke{aan 5"ang
bersifat
a- paket pekeqiaen berisiko tinggi dqn bersifat kompleks.
tr- paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang

kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan
hukulr.

c- paket pekeqiaan sanp.t sensitif secara politis.
d- paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konllik

kepentingan.
e- paket pekerjaan berhubungan dengan kepeotingarr

masyarakat luas.
f" pket pekerjaan untuk memenuhi pelay'anan da.sar

mas1aarakat-
g- nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan

nilei paket-paket peke4'aan vang lein.

Bagian Ketiga

Rencana Protity (PtoW Ha4
Pasal 7

(11- Proffig pkm mempakan rencarra dan kerangka
pengendalian untuk memastikan bahwa petaksanaan
pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip
probity.

l2l. PtoW plaz disusun oleh masing-masing pelaksana
pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis
lnda proses penp.daan barangljasa 5'ang berpotensi
menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.

l3l- ProW plaa berisi daftar uji pemenuh{rr lrriteria sesuai
ketentuan pengadaan barang/jasa tiap-tiap tatapan
pm6es pengadaan dan pernyataan pihak-pihak yang
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terlibat dalam proses barang/jasa untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa secam probity
yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Bagian Keempat

Biaya Proffig Audit
Pasal 8

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan probi$ a,t,l*
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupa.ten Sragen atau sumber lain yang sah.

Bagian I(elima
Kriteria dan Kualifik*si Proffig kt&ar

Pasal 9

Prc@ fuditor harus memenuhi persyaratan:

a. Syarat personal yaitu:
f). independen dan objekif yaitu tidat memibak, tidak

bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak
pemerintah rraupun pihak ketiga penyedia
barang/jasa;

2). memiliki integritas lang tinggi dalam pelaksanaan
penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung
tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral
berdasarksn rekam jejak yang dapat
dipertanggungiana.bkan;

3|. UdaI< merniliki benturan kepentingan dengar pihak
atau objek yang diaudit;

4|. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian
lp*ofessiorrat and &rc urQ dalam
melaksanakan penugasan;

5)- memiliki lrengetahuan dan kemampu an {kouiledge
and slaTl$ yarrg berhubungan deaga:r proses
Pengadaan barangjase;

6)- memfliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan
isu-isu korupi dalam proses barang jasa
pemerintatr;

fl. memiliki kemampuan interpersonal skills yang
memadai dan kemernFuan berkomunikasi secara
efektif baik lisan maupua tulisan;

8|, mampu menyimpan rahasia atas informasi yang
diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang
diaudit-

9|- memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan
kualiEkasi teknis untuk me.laksanakan pen rgirsen-

1O). marnpu mengambil keputusan, bertindak tegas darr
memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta
tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
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I ll. bers€dia pakta int€gritas sebelum
melaksanakan perrugasan; dan

12|. memiliki pensalaman dalam bidamg audit penga.daan
barang jasa pemerintah.

b- Syarat formal" yaitu :

f)- berpendidikan nrinirnel Sarjana Strata Satu {S1};
2)- memiliki sertifikat keahlian bidang

barang/jasa;
3). merniliki sertifikat jabatan fungsional AuditoC dan
4). memiliki sertifikat keahlian bidang audit pengadaan

barang/jasa-
c- Ferq,-aratan sebagaimana dirnaksudkan pada huruf b

diatas paling tidak wajib dimiliki oleh I {satu} orang
probttg ,rvdit v j*a penuqasan pofug rnrdft dilaksanakan
dalam bentuk tim-

Bagian Keenam

Kebiiakan Fel,aporan Ha*il Pro@ Audit darl Tindak Lanjutnya
Pasal 10

(U- Hasil audit dituanglan rlalarn format l,aporan hasil audit
berisi simpulan/pendapat dan saran auditor atas proses
Pengadean barang/jasa-

(2)- t^aporan hasil probilg z'2tr rlisarnFaikqn oleh [nq)el11orat
kepada auditan dengan tsmbusan kepada Bupa.ti setelah
agdit Selesai dilqksanakarr-

{3}- Apabila ditemulian proses pengadaan barang dan ja.sa
yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar
prinsipprinsip pobity, auditor menyampaikan kondisi
tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap
ketidaksesuaian pro€es ternebut.

(4). Apabita pihak auditan menolak untuk metrakukan
perbaikan/koreksi seperti sirnpulan yang disamFaikan
Auditor, rneka auditcr melaporkan kondisi tersebut
kepada atasan auditan.

(51. Tfndak lanjut yang rlilalotkan oleh auditan
disarnpa.ikan/diberitahukan kep.da lnspektorat dengan
tembusan kepa.da Bupati.

Bagian Ketujuh
Homan Pmffig Audit

Pasal 1l

Tata cara pelaksanaan poffig andit srrara rinci berpedoman
pada peraturan lrrundang-undangan yang berlaku pa.da
tlirdang probig andit llarang/ jae.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal t2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peratu-ran Bupati ini dengan penempatannya
delarn Berita Daerah Kabupaten Sragen-

Ditetapkan di
pada tangal

SRAGEN,I
I'NTUNGY{,'NI SUKOWATI

Diundangkan di Sragerr
pada tanggaf

SEKRETARIS DAERAH KABI,IPATEN SRAGEN,

/w,
TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 9\

Sra ena 1N- zurT

I
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